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Lampiran.

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK
(Evaluasi Kualitas Pelayanan KTP Di Kecamatan
Medan Area Kota Medan)

Identitas Informan

Nama

Umur

Jenis Kelamin
Jabatan
Pendidikan

o o &~ w D

Alamat

DAFTAR WAWANCARA

7. Bagaimana kemahiran pegawai dalam mempergunakan peralatan yang ada
dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pembuatan KTP?

8. Bagaimana kesiapan petugas/pegawai dalam pelaksanaan pelayanan
pengurusan KTP vyaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan
pelayanan?

9.  Apakah pegawai selalu serius setiap kali melayani masyarakat?

10. Bagaimana ketekunan dan kerajinan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan

yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam pengurusan KTP?
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17.

18.

19.

20.

21.
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Apakah para pegawai telah mentaati segala peraturan yang melandasi

bidang pekerjaan?

Bagaimanakah sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang KTP?

Bagaimanakah penjelasan bapak mengenai pelayanan yang merata

dan sama tanpa membedaka-bedakan status dan kedudukan?

Bagaimanakah Kketersediaan sarana pelayanan yang memadai dalam

pengurusan KTP?

Apakah masyarakat merasa kesulitan dalam prosedur/tata cara pengurusan
KTP?

Jika iya, bagaimana cara petugas pelayanan mengatasi hal itu?

Apakah rincian biaya/tarif pengurusan KTP sudah sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan?

Apakah pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP dapat diselesaikan dalam

kurun waktu yang telah ditetapkan?

Apabila tidak, kendala apa yang sering terjadi?

Apakah ada ketersediaan informasi mengenai pengurusan KTP di kantor

Kecamatan?
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Apabila ada, masih bingungkah masyarakat mengenai informasi

pengurusan KTP?

Bagaimanakah ketersediaan ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat
dalam pengurusan KTP di kantor kecamatan?

Tersediakah  kotak/loket pengaduan untuk menampung keluhan

masyarakat?

Apabila ada, cukup banyakkah keluhan/pengaduan masyarakat dalam
pengurusan KTP?
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